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SUMMARY 

FORGERY OF COVID-19 VACCINATION CERTIFICATES UNDER THE OLD 
AND NEW CRIMINAL CODES  

(A STUDY AT THE CRIMINAL INVESTIGATION UNIT OF MALANG CITY 
POLICE) 

Muhammad Akmal Amri 
Faculty of Law, Islam University of Malang 

Covid-19 is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus and was first 
discovered in Wuhan, China, in December 2019. Since the first confirmed case in 
Indonesia on March 2, 2020, the virus spread rapidly, with the peak of cases and 
deaths occurring in July 2021. To address this, the Indonesian government 
implemented a national vaccination policy as a preventive measure, regulated 
under both the old and new Indonesian Criminal Code (KUHP). Vaccination became 
a requirement for various public activities and was proven through a vaccination 
certificate. Based on the background above, this paper raises the following 
research questions: 1. What are the efforts of the Malang City Police (Polresta 
Malang Kota) in combating the criminal act of falsifying Covid-19 vaccination 
certificates?, 2. What are the inhibiting factors faced by the Malang City Police in 
combating the criminal act of falsifying Covid-19 vaccination certificates? 
In terms of research methodology, the type of research used by the author is 
empirical research, using an empirical approach. The research location for this final 
project is at the Malang City Police Department (Polresta Malang Kota). The 
sources of data include primary and secondary data, with legal material collection 
techniques consisting of document study and field study. The legal material 
analysis technique, or data analysis technique, employs quantitative analysis 
techniques, using statistical data from interviews, which will later clarify and 
answer the legal issues in this research. 
The results of this research show that the Malang City Police’s efforts to combat 
the falsification of Covid-19 vaccination certificates are carried out through 
preventive and repressive approaches. The preventive approach includes legal 
outreach and public education to raise awareness about the importance of valid 
vaccination. Meanwhile, repressive actions are carried out through investigations, 
arrests of perpetrators, and legal proceedings in accordance with applicable laws 
to create a deterrent effect. 
However, in its implementation, there are several inhibiting factors, such as the 
limited number of personnel, low public legal awareness, and the widespread 
promotion of fake certificate services through social media. The criminal provisions 
for the falsification of vaccination certificates are based on Article 263 of the 
Indonesian Criminal Code (KUHP) concerning document forgery, as well as the 
Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) concerning digital 
documents, which provide a legal basis for taking firm action against perpetrators 
of forgery. 
Keywords: forgery of vaccination certificates, Covid-19, Indonesian Criminal Code 

(KUHP)  
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RINGKASAN 

PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSINASI COVID-19 DALAM 
KUHP LAMA DAN KUHP BARU  

(STUDI PADA SATRESKRIM POLRESTA MALANG) 

Muhammad Akmal Amri 
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang 

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 
dan pertama kali muncul di Wuhan, China, pada Desember 2019. Sejak 
diumumkan kasus pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020, penyebaran virus 
terus meningkat, dengan puncak tertinggi kasus dan kematian terjadi pada Juli 
2021. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan 
vaksinasi nasional sebagai langkah preventif, yang diatur dalam KUHP lama dan 
KUHP baru. Vaksinasi menjadi syarat untuk berbagai aktivitas publik dan 
dibuktikan melalui sertifikat vaksinasi dari latar belakang diatas karya tulis ini 
mengangkat rumusan masalah sebagai beriut: 1. Bagaimana Urpaya Polrers malang 
kota Dalam Pernanggurlangan Tindak Pidana Permalsuran Serrtifikat Vaksinasi Covid-
19?, 2. Apakah faktor-faktor pernghambat Polrers Malang kota dalam 
pernanggurlangan tindak pidana permalsuran serrtifikat vaksinasi covid-19?. 

Dalam metode penelitian jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu 
penelitian empiris, dengan pendekatan penelitian menggunakan metode empiris, 
lokasi penelitian dari tugas akhir ini yaitu Polresta Malang kota, sumber data 
menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan 
hukum menggunakan studi dokumen dan studi lapangan, teknik analisis bahan 
hukum atau teknik analisis data yaitu menggunakan teknik-teknik analisis 
kuantitatif dengan menggunakan statistik dari hasil wawancara yang mana 
nantinya akan memperjelas dan menjawab isu hukum dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya Polresta Malang Kota dalam 
menanggulangi pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19 dilakukan melalui 
pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif berupa sosialisasi hukum 
dan edukasi kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya 
vaksinasi yang sah. Sementara itu, tindakan represif dilakukan dengan 
penyelidikan, penangkapan pelaku, serta proses hukum sesuai aturan yang berlaku 
untuk memberikan efek jera. 

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor penghambat, 
seperti keterbatasan jumlah personel, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, 
dan maraknya penyebaran jasa pembuatan sertifikat palsu melalui media sosial. 
Perumusan pidana atas pemalsuan sertifikat vaksin didasarkan pada Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 tentang pemalsuan surat, serta Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait dokumen digital, yang 
memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku pemalsuan secara tegas. 
Kata Kunci: pemalsuan sertifikat vaksin, covid 19, KUHP. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Coronavirus Disease 2019 atau lebih dikenal dengan Covid-19 merupakan 

virus yang berbahaya dan mudah menular bagi manusia. Saat ini, hampir 

semua negara terkena wabah virus, termasuk Indonesia. Berdasarkan 

informasi yang disiarkan oleh media dan telah divalidasi bahwa Covid-19 

sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, China 

pada Desember 2019, dan diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2 (SARS-COV2). Sehingga, penyakit ini disebut dengan 

Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) (World Health Organization/ WHO, 

2020).1 Gejala orang yang terkena Covid-19 yang umum adalah demam (suhu 

di atas 38 derajat Celcius, batuk kering dan sesak napas. Covid-19 ini 

menyerang sistem pernapasan manusia. Jika dilihat berdasarkan usia, 

kelompok usia >60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih 

tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya.2 Meski dari kalangan lansia (lanjut 

usia) yang lebih rentan terkena Covid-19 hingga menyebabkan kematian, 

tetap semua kalangan usia wajib berhati-hati dan menganggap Covid-19 ini 

adalah masalah yang serius. Tidak hanya itu kondisi pandemi COVID-19 

seperti hari-hari ini yang sampai saat ini belum ada   kepastian   kapan   

                                           
1Nurul Hidayah Nasution, Arinil Hidayah, Khoirunnisa Mardiah Sari, dll, “Gambaran Pengetahuan 
Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota 
Padangsidimpuan”, Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia, Vol. 6 No.1 , (1 Juni 2021): 108. 
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Q2y3iKEAAAAJ&citation_f
or_view=Q2y3iKEAAAAJ:kNdYIx-mwKoC. 
2Alodokter, “Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah 

virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-
19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang 
berat, hingga kematian”, Alodokter.com, 22 Juni 2022, https://www.alodokter.com/virus-corona. 
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berakhirnya   bahkan   ternyata   menimbulkan   dampak pencapaian level 

ekonomi yang masih jauh dibawah yang telah ditetapkan.3 

Seiring dengan berkembangnya zaman pengaruh yang diberikan juga 

semakin besar terutama dalam bidang teknologi, salah satunya dibidang 

kesehatan,4 tidak luput juga dari kemajuan tersebut terkadang ada kegagalan 

yang berdampak menciptakan suatu virus yang berbahaya, seperti contohnya 

Coronavirus Disease 2019, Indonesia merupakan salah satu negara yang 

terkena wabah virus ini, terhitung sejak adanya kasus orang yang pertama 

kali terkena virus ini pada 1 Maret 2020 silam. Pada tanggal 1 Maret 2020 

dikonfirmasi bahwa 2 (dua) Warga Negara Indonesia (WNI) dinyatakan positif 

Covid-19 setelah menjalani tes Covid-19 di RSPI Sulianto Saroso. Kemudian, 

pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan RI yang 

menjabat kala itu Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus pertama 

Covid-19 di tanah air.5 Setelah kasus pertama Covid-19 muncul maka media 

pers dan media sosial pun ikut mengumumkannya dengan cara media masing-

masing dalam memberitakannya. Setelah kasus pertama kali Covid-19 di 

Indonesia, kasus positif Covid-19 lainnya pun bermunculan. Dengan 

kemunculan berita-berita yang terus menerus dengan gaya penyampaian 

yang sebagian melebih-lebihkan dan kasus positif Covid-19 terus bertambah 

ini menimbulkan perasaan takut yang berlebihan pula dalam masyarakat. 

                                           
3 Ahmad Syaifudin dan Ernawati, “Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan 

Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19”, Journal Of Judicial Review, Vol, 22 No, 2, 18 
Desember 2020, 127. https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/1502. 
4 Ririn Nur Afifah, Sunardi, Dan Abid Zamzami, “KEMATIAN YANG DIINGINKAN (EUTHANASIA) 

BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA”, Dinamika, VOL. 29, NO. 1, 04 Februari 2022, 6928. 

Https://Jim.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jdh/Article/View/19593. 
5Rindi Nuris Velarosdela, “Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia”, 
Kompas.com, 02 Maret 2021, https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-
balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia. 

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia
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Maka dari itu, Pemerintah beserta Kementerian Kesehatan bersama Tenaga 

Kesehatan lainnya rajin mengedukasi masyarakat mengenai Covid-19 agar 

dapat terhindar dari virus ini. 

Jumlah orang yang positif Covid-19 di Indonesia sejauh ini tidak stabil. 

Terdapat pasien positif bertambah 21.311 menjadi 5.847.900, pasien sembuh 

bertambah 38.399 menjadi 5.296.634, pasien meninggal bertambah 278 

menjadi 151.413.6 Angka yang positif Covid-19, setiap harinya ada, begitu 

pula dengan angka yang sembuh dan yang meninggal. Kasus positif Covid-19 

di Indonesia terbanyak dan angka kematian terbanyak akibat Covid-19 terjadi 

pada Juli 2021 silam. Jumlah kumulatif kematian Covid-19 selama periode 1-

29 Juli sudah mencapai 32.061 kasus. Jumlah itu empat kali lipat lebih banyak 

dibandingkan Juni 2021 dengan total 7.913 kasus kematian.7 Setelah 

mengetahui angka kematian akibat Covid-19 yang sangat banyak, maka sudah 

sepatutnya pemerintah bersama masyarakat sendiri memberikan solusi yang 

lebih inovatif selain hanya mematuhi protokol kesehatan. 

Salah satur bernturk permerrintah dalam pernanganan Covid-19 adalah 

mermberrikan vaksinasi urnturk serlurrurh masyarakat Indonersia. Vaksinasi adalah 

permberrian vaksin (antigern) yang dapat merrangsang permbernturkan imurnitas 

(antibodi) sisterm imurn di dalam turburh. Vaksinasi serbagai urpaya perncergahan 

primerr yang sangat handal merncergah pernyakit yang dapat dicergah derngan 

vaksinasi.8 Vaksinasi mernjadi pernting urnturk mermbernturk sisterm imurnitas 

                                           
6Khadijah Nur Azizah, “RI Catat 7 Kasus Baru COVID-19, Positivity rate naik!”’, detikHealth di perbarui 
03 Juni 2025, https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7945635/ri-catat-7-kasus-baru-covid-19-
positivity-rate-naik. 
7CNN Indonesia, “Juli 2021, Bulan dengan Kasus Kematian Covid-19 Terbanyak”, CNN Indonesia, 29 

Juli 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210729175943-20-673976/juli-2021-bulan-

dengan-kasus-kematian-covid-19-terbanyak. 
8 Dinas Kesehatan, “Yuk Kelani lebih jauh Vaksinasi Covid-19”, Dinas Kesehatan, 08 Maret 2021, 
https://diskes.baliprov.go.id/yuk-kenali-lebih-jauh-vaksinasi-covid-19/. 

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7945635/ri-catat-7-kasus-baru-covid-19-positivity-rate-naik
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7945635/ri-catat-7-kasus-baru-covid-19-positivity-rate-naik
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210729175943-20-673976/juli-2021-bulan-dengan-kasus-kematian-covid-19-terbanyak
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210729175943-20-673976/juli-2021-bulan-dengan-kasus-kematian-covid-19-terbanyak
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manursia serhingga apabila terrserrang Covid-19, akan merminimalkan rasa sakit 

yang diderrita. Vaksinasi dilakurkan serbanyak 3 (tiga) tahap. Sertiap merngikurti 

vaksinasi maka akan merndapatkan serrtifikat vaksinasi. 

Pernjerlasan aturran permerrintah kalaur surrat vaksin diburturhkan urnturk 

mernjadi syarat aktivitas purblik. Kerterrangan hurkurman urnturk orang yang tidak 

maur di vaksin sersurai derngan PerrPrers. Permerrintah terrhadap tindakan ini adalah 

derngan mernerrbitkan aturran terrkait program vaksinasi merlaluri Perraturran 

Prersidern (Perrprers) No. 99 Tahurn 2020 terntang Perngadaan Vaksin dan 

Perlaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Pernanggurlangan Pandermi Covid-19. 

Salah satur Pasal dalam Perrprers ini merngaturr terntang hurkurman jika serserorang 

mermalsurkan surrat divaksin. 

Pasal 13A Perraturran Prersidern (Perrprers) No. 99 Tahurn 2020 mernernturkan: 

1. Sertiap orang yang terlah ditertapkan serbagai sasaran pernerrima Vaksin 

COVID-19 yang tidak merngikurti Vaksinasi COVID- 19, serbagaimana 

dimaksurd pada ayat (2) dapat dikernakan sanksi administratif, berrurpa: 

a) pernurndaan ataur perngherntian permberria jaminan sosial ataur banturan 

sosial 

b) pernurndaan ataur perngherntian layanan administrasi permerrintahan; 

dan/ataur 

dernda. 

2. Perngernaan sanksi administratif serbagaimana dimaksurd pada ayat (4) 

dilakurkan olerh kermernterrian, lermbaga, permerrintah daerrah, ataur badan 

sersurai derngan kerwernangannya.  

Program vaksinasi Covid-19 gratis dari permerrintah, tidak lantas mermburat 

masyarakat antursias. Berberrapa masyarakat jurstrur tidak maur divaksin covid 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f7eb23817e35/nprt/lt50ed17cb7a520/peraturan-presiden-nomor-99-tahun-2020
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f7eb23817e35/nprt/lt50ed17cb7a520/peraturan-presiden-nomor-99-tahun-2020
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derngan berrbagai alasan. Berrikurt pernyerbab masyarakat ernggan divaksin Covid-

19.  

1. Ker tidak perrcayaan terrhadap virurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Serjak awal kermurncurlan virurs SARS-Cov-2 pernyerbab Covid-19, banyak 

masyarakat yang tidak mermerrcayai kerberradaannya. Berberrapa kerlompok 

masyarakat mernganggap bahwa virurs korona hanyalah propaganda, 

konspirasi, hoaks, hingga urpaya merncari kerurnturngan derngan mernerbar 

kertakurtan.  Kertidakperrcayaan masyarakat terrhadap virurs, otomatis 

mermburat masyarakat jurga tidak perrcaya terrhadap vaksin. Itur serbabnya, 

tak serdikit orang yang jurstrur mernolak vaksin Covid-19.  

2. Kurrangnya informasi terrkait vaksin 

Pernyerbab lain yang mermburat masyarakat ernggan divaksin adalah 

kurrangnya informasi terrkait vaksin Covid-19. Kerterrbatasan informasi 

merngernai jernis vaksin, kerterrserdiaan vaksin, sasaran vaksin, keramanan 

vaksin, erferktivitas vaksin, perrsyaratan vaksin Covid-19, hingga erferk 

samping yang murngkin ditimburlkan serterlah vaksin mermburat masyarakat 

ragur mernjalani vaksinasi. Kurrangnya informasi masyarakat jurga berrkaitan 

derngan kondisi sosial, burdaya, dan erkonomi masyarakat.  

3. Keryakinan dan nilai yang dianurt  

Surrveri Pernerrimaan Vaksin Covid-19 di Indonersia mernurnjurkkan keryakinan 

agama turrurt mermerngarurhi pernolakan terrhadap Covid-19. Hal ini berrkaitan 

derngan kerperrcayaan dan nilai yang dianurt, terrmasurk perrserpsi terrhadap 

vaksinasi hingga perrihal kerhalalan vaksin Covid-19. 

4. Perngarurh lingkurngan  
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Orang-orang terrderkat dan merdia sosial turrurt mermerngarurhi serserorang 

dalam merlakurkan vaksinasi. Jika orang di serkitar Anda ataur paparan kontern 

merdia sosial lerbih banyak mernampilkan hal burrurk terntang vaksin, 

kermurngkinan bersar Anda jurga tidak maur divaksin covid.  

Kerernggaan masyarakat urnturk merlakurkan vaksinasi berrurjurng pada urpaya 

masyarakat urnturk merndapatkan serrtifikat vaksin tanpa perrlur merlakurkan 

vaksinasi terrlerbih dahurlur. Urpaya terrserburt mernjadi lahan yang mernarik bagi 

pernyerdia jasa permburatan vaksin yang ilergal. Maka jerlas diternturkan merngernai 

hurkurman terrhadap orang yang mernolak vaksin, orang akan merncari cara 

urnturk merndapatkan serrtifikat vaksin tanpa merlakurkan vaksin yaitur derngan 

mermberli serrtifikat vaksin pada oknurm yang mernyerdiakan jasa permburatan 

serrtifikat vaksin illergal. Para oknurm akhirnya mernjadikan kergiatan permburatan 

serrtifikat vaksin palsur ini serbagai bisnis yang merngurnturngkan. 

Tindak pidana permalsuran serrtifikat vaksin ini terntur mermerrlurkan dura berlah 

pihak, yaitur pihak yang mernyerdiakan jasa permburatan serrtifikat vaksin palsur 

dan pihak yang mermberli serrtifikat vaksin palsur terrserburt. Kernyataannya, 

oknurm pernyerdia jasa permburat serrtifikat vaksin palsur akan tertap berroperrasi 

jika angka perrmintaan merningkat. Kasurs permalsuran serrtifikat vaksin Covid-19 

di Indonersia sermakin hari sermakin banyak terrjadi. Salah satur provinsi di 

Indonersia yang sermpat disoroti merdia merngernai sindikat jural berli serrtifikat 

vaksin Covid-19 palsur ini adalah Malang, Jawa Timurr. Berrikurt contoh asurs 

permalsuran serrtifikat vaksin Covid-19 yang terrjadi di Kota Malang: 

- Pada 10 Ferbrurari 2022, kasurs merngernai permalsuran serrtifikat vaksin Covid-

19, terrsangka berrinisial AA, warga kota malang di durga merlakurkan 

permalsuran serrtifikat vaksin, diburatkan dan diterrbitkan serrtifikat vaksin olerh 
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serorang mantan rerlawan vaksinasi yakni terrsangka berrinisial AA, Kasurbag 

Hurmas Polrersta Malang Kota Ipda Erko Novianto merngurngkapkan 

pernangkapan itur berrawal dari kergiatan perngerndalian mobilitas pada Jurmat 

lalur (4/2) malam di Jalan Soerkarno Hatta, derkat Burndaran Paturng Persawat 

Kota Malang. Saat itur, terrdurga perlakur AA merlanggar aturran lalur lintas 

lantaran tidak mernggurnakan herlm. Dia purn diperriksa olerh perturgas terrnyata 

AA mermberrikan dokurmern palsur. Satrerskim Polrers Malang langsurng 

diringkurs permurda terrserburt, polisi merngurngkapkan perlakur terlah derngan 

serngaja dan tanpa hak ataur merlawan hurkurm merlakurkan manipurlasi, 

pernciptaan, perrurbahan, pernghilangan, perngrursakan Informasi Erlerktronik 

dan/ataur Dokurmern Erlerktronik terrserburt dianggap serolah-olah data yang 

oterntik derngan cara apa purn, hal ini merrurpakan hal yang merlawan hurkurm 

dan akan diberrikan sanksi pasal berrlapis minimal 4 tahurn dan maksimal 12 

tahurn pernjara.9 

Berrdasarkan kasurs-kasurs di atas yang perrnah terrjadi di Kota Malang, 

terrlihat perrkara sindikat permalsuran serrtifikat vaksin Covid-19. Hal ini 

mermburktikan bahwa kergiatan permalsuran serrtifikat vaksin Covid-19 ilergal 

masih lazim terrjadi di Kota Malang yang mana akan dijelaskan oleh penulis 

menggunakan perspektif KUHP lama dan KUHP baru. Apabila kergiatan jural berli 

serrtifikat vaksin Covid-19 ilergal ini terrurs berrlangsurng, maka akan merrurgikan 

masyarakat serndiri. Permerrintah terlah mernertapkan program vaksinasi Covid-

19, terntur program ini mermiliki manfaat bagi sertiap orang yang merlakurkan 

vaksinasi. Manfaatnya yaitur merrangsang systerm kerkerbalan turburh ataur 

                                           
9Fahmi Aziz, “Diduga Sering Buat Sertifikat Vaksin Palsu, Pemuda di Malang Diringkus Polisi, 

JPNN.com, 10 Februai 2022, 
https://jatim.jpnn.com/kriminal/11817/diduga-sering-buat-sertifikat-vaksin-palsu-pemuda-di-
malang-diringkus-polisi?page=2. 

https://jatim.jpnn.com/
https://jatim.jpnn.com/kriminal/11817/diduga-sering-buat-sertifikat-vaksin-palsu-pemuda-di-malang-diringkus-polisi?page=2
https://jatim.jpnn.com/kriminal/11817/diduga-sering-buat-sertifikat-vaksin-palsu-pemuda-di-malang-diringkus-polisi?page=2
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merrangsang timburlnya imurn serserorang, merngurrangi rersiko pernurlaran, 

merngurrangi dampak berrat virurs, merncapai herrd immurnity (sermakin banyak 

individur yang merlakurkan vaksin di serburah daerrah ataur nergara, maka herrd 

immurnity akan terrcapai, serhingga merminimalisir risiko paparan dan murtasi 

dari virurs Covid-19.10 Apabila serbagian tidak mermaturhi dan mernolak program 

vaksinasi yang terlah diadakan permerrintah ini maka masyarakat serndirilah 

merndapatkan akibatnya. Akibatnya orang-orang yang tidak merlakurkan vaksin 

dan hanya mermberli serrtifikat vaksin saja akan lerbih rerntan terrserrang virurs 

Covid-19 karerna tidak mermiliki imurn ataur daya tahan turburh dan akan 

mernyerbarkan pada orang lain di serkitarnya.  

Berrdasarkan kasurs di atas diperrlurkan urpaya dari Satrerskim Polrers Malang 

urnturk mernanggurlangi hal terrserburt. Urpaya pernanggurlangan yang dilakurkan 

Polrers Malang ini dapat dilakurkan derngan berkerrja sama derngan tokoh 

masyarakat derngan turjuran agar ada kerdura berlah pihak, antara pernyerdia jasa 

permburat serrifikat vaksin Covid-19 dan permberli serrtifikat vaksin Covid-19 dapat 

mernyadari perntingnya merlakurkan pernyurntikkan vaksinasi dan tidak mermburat 

serrta mernjural serrtifikat vaksin Covid-19 sercara ilergal. 

Berrdasarkan latar berlakang di atas maka pernurlis terrtarik urnturk mernerliti 

lerbih lanjurt lagi merngernai “Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 

Dalam KUHP lama dan KUHP baru (Studi di Satreskrim Polresta 

Malang)”. 

B. Rumusan masalah  

                                           
10Setditjen Farmalkes, “Dukungan Penyediaan Vaksin bagi Keberhasilan Pelaksanaan Vaksinasi 
COVID-19”, Kemenkes, 11 Januari 2021, https://farmalkes.kemkes.go.id/2022/01/dukungan-
penyediaan-vaksin-bagi-keberhasilan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19/. 

https://farmalkes.kemkes.go.id/author/administrator/
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Berrdasarkan latar berlakang masalah yang dikermurkakan, maka pernurlis 

merngiderntifikasi masalah yang ada serbagai berrikurt: 

1. Bagaimana Urpaya Polrers malang kota dalam Pernanggurlangan Tindak 

Pidana Permalsuran Serrtifikat Vaksinasi Covid-19? 

2. Apakah faktor-faktor pernghambat Polrers Malang kota dalam 

pernanggurlangan tindak pidana permalsuran serrtifikat vaksinasi covid-19? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapurn turjuran pernerlitian ini serbagai berrikurt: 

1. Urnturk merngertahuri dan menganalisis urpaya yang dilakurkan olerh 

Satrerskrim Polrersta Malang dalam mernanggurlangi tindak pidana 

permalsuran serrtifikat vaksinasi covid-19 di Kota Malang. 

2. Urnturk merngertahuri dan menganalisis faktor-faktor pernghambat olerh 

Satrerskrim Polrersta Malang dalam pernanggurlangan tindak pidana 

permalsuran serrtifikat vaksinasi covid-19 di Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dalam pernerlitian ini merncakurp Manfaat Teroritis dan Manfaat 

Praktis, yaitur: 

1. Manfaat Teroritis 

a. Sercara teroritis pernerlitian ini dapat berrgurna urnturk perngermbangan ilmur 

hurkurm, khursursnya hurkurm pidana terrkait Pidana Permalsuran Serrtifikat 

Vaksinasi Covid-19 Perrprers Nomor 99 Tahurn 2020 (Sturdi Pada 

Satrerskrim Polrersta Malang). 

b. Mernambah wawasan dan perngertahuran pernurlis terrurtama pernerrapan 

terori-terori yang didapat dalam masalah ini. 
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c. Dalam pernerlitian ini diharapkan dapat berrgurna dalam mernanggurlangi 

perrmasalahan bagi pihak-pihak terrkait, khursursnya burat Kerpolisian. 

Pernerlitian ini dapat berrgurna jurga bagi instansi/lermbaga, bagi 

mahasiswa, dan masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

Serbagai kontribursi mermberrikan rerkomerndasi bagi Kerpolisian dalam 

merrerncanakan dan mernertapkan suratur kerbijakan derngan merlibatkan 

masyarakat, dan kalangan perndidikan, dalam mernanggurlangi tindak pidana 

permalsuran serrtifikat vaksinasi covid-19 agar tidak terrjadi lagi urnturk 

kerderpannya. 

E. Orisinalitas Penulisan. 

NO PROFIL JUrDUrL 

1. SYAMAZKA ZAKIRNI  

SKRIPSI 

UrNIVErRSITAS ISLAM NErGErRI 

SYARIF HIDAYATUrLLAH JAKARTA  

TINDAK PIDANA PErMALSUrAN VAKSIN 

MErNUrRUrT HUrKUrM POSITIF DAN 

HUrKUrM PIDANA ISLAM  

RUrMUrSAN MASALAH 

1. Bagaimana pandangan hurkurm islam merngernai tindak pidana 

permalsuran vaksin? 

2. Bagaimana pernerrapan sanksi pada perlakur tindak pidana permalsuran 

vaksin dalam purtursan No. 1508/pid.surs /2016/PN. Bks dalam hurkurm 

positif dan hurkurm pidana islam? 
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 HASIL PErNErLITIAN 

Berrdasarkan dalam hurkurm islam, permbahasan sercara khursurs dan jerlas 

merngernai tindak pidana permalsuran vaksin berlurm ditermurkan, akan tertapi 

burkan tidak ada kerternturan yang bisa dijadikan landasan larangan terrhadap 

tindak pidana permalsuran ini, merngingat hurkurm islam adalah hurkurm yang 

dibangurn berrdasarkan permahaman manursia ini berrlakur sercara urniverrsal, 

rerlervan pada sertiap zaman (waktur) dan makan (rurang) manursia. Sercara urmurm 

dalam islam, perrburatan terrserburt merrurpakan perrburatan dosa (bohong), karerna 

pada dasarnya didalam perrburatan terrserburt terrdapat dursta yakni derngan tidak 

mermberrikan kerterrangan yang serbernarnya/serharursnya di dalam data-data 

yang di palsurkan terrserburt.  

 PErRSPPErRSAMAAN Skripsi ini sama-sama mermbahas terntang permalsuran 

vaksin mernurrurt hurkurm positif dan hurkurm pidana islam  

PErRBPErRBErDAAN  Skripsi terrdahurlur lerbih berrfokurs pada hurkurm positif dan 

hurkurm islam  

KONKKONSTRIBUrSI Berrgurna urnturk merngertahuri sanksi pidana permalsuran 

vaksin mernurrurt hurkurm pidana positif dan hurkurm islam  

 

NO PROFIL JUrDUrL 

2. BAYUr SIDIK SATRIA  

SKRIPSI  

ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK 

PIDANA PErMALSUrAN SErRTIFIKAT 

VAKSIN COVID-19 DI KOTA MAKASAR  
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UrNIVErRISTAS BOSOWA 

MAKASAR 

 RUrMUrSAN MASALAH 

Apakah yang mernyerbabkan masyarakat merlakurkan Tindak pidana permalsuran 

terrhadap serrtifikat vaksin covid-19? 

                 HASIL PErNErLITIAN 

1. Berrdasarkan hasil pernerlitian,  pernyerbab terrjadinya permalsuran serrtifikat 

vaksin Covid-19 yang dilakurkan olerh oknurm masyarakat diantaranya 

adalah 1) takurt terrhadap bernda tajam serperrti jarurm, surntik, gurnting 

dan serbagaianya,2) Adanya pernyerbaran berriata palsur ataur Hoax, dan 

3 takurt terrhadap erferk samping vaksin covid-19, 4) kertidaktahuran 

merngernai perntingnya vaksinasi conavirurs  diaser 19 (Covid-19) dan 

bahaya permalsuran serrtifikat vaksin Covid-19 

2. Cara perncergahan terrjadinya permalsuran serrtifikat vaksin covid 19 dapat 

dilakurakan sercara prer-ermtif dan rerfrersi : 

a. Merlakurkan permerriksaan serrtifikat ataur kartur vaksin covid-19 di 

sertiap termpat serperrti di mall, kantor dan arera kampurs 

b. Mermberri wawasan kerpada masyarakat terntang manfaat vaksin 

corona virurs diaser 19 (covid-19) 

c. Mermberrikan Sanksi Pidana Kerpada permburat serrtifikat ataur 

kartur vaksin covid-19 palsur yang diaturr olerh kitab Urndang-

Urndang Hurkurm Pidana (KUrHP) Pasal 263 terntang Permalsuran.  
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d. Merngadakan permerriksaan terrhadap terrsangka berserrta barang 

burkti urpaya lainnya dalam rangka pernyerlidikan kasurs terrserburt, 

dan serlanjurtnya berrkas perrkaranya akan dilimpahkan Ker 

Kerjaksaan nergerri urnturk di prosers serlanjurtnya. 

PErRSAMAAN 

 

Sama-sama mermbahas terntang permalsuran serrtifikat 

vaksin covid-19 

PErRBErDAAN Skripsi ini lerbih mermbahas terntang artian luras terntang 

covid-19 mernurrurt kitab urndang-urndang hurkurm pidana. 

KONTRIBUrSI Berrgurna urnturk merngertahuri perrburatan merlanggar 

permalsuran serrtifikat vaksin Covid-19 

 

3. ErKA PUrTRI RAMADHANI  

SKRIPSI  

UrNIVErRITAS ISLAM RIAUr 

PErKANBARUr 

ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK 

PIDANA PErMALSUrAN SUrRAT RAPID TErST 

CORONA VIRUrS DIASEr 2019 (COVID-19) 

DI POLDA RIAUr  

RUrMUrSAN MASALAH 

1. Bagaimana Modurs Operrandi Perlakur dalam Merlakurkan Perrburatan 

Tindak Pidana    permalsuran Surrat rapid Terst Corona Virurs Diaser 2019 

(COVID-19 di polda Riaur? 

2. Bagaimana Urpaya Pernanggurlangan Dalam Kerjahatan Permalsuran Surrat 

Rapid Terst Corona Virurs Disaser 2019 (COVID-19) di polda Riaur?                                                                                                                                         
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HASIL PErNErLITIAN 

 Masyarakat di provinsi Riaur kota Perkanbarur yang berrada ataur tinggal 

berrderkatan derngan Perlaburhan, terrminal , maurpurn bandara yang perkerrjaannya 

berrganturng merngernai administrasi dari transportasi ururmurm terrserburt yang 

banyak ditermurkan oknurm yang mernjural surrat kerterrangan Rapid tersert Covid-

19 tanpa merlakurkan urji ters ursap ataur dapat dikatakan palsur. Perrburatan 

terrserburt dilakurkan karerna pada masa pandermi Covid-19 ini tidak sermura 

perkerrjaan merndapatkan kerurnturngan, bahkan adanya pernurturpan perrjalanan 

bagi transportasi urmurm yang dilakurkan olerh permerrintah gurna merncergah 

pernyerbaran Covid-19 

 PErRSAMAAN Sama-sama mermbahas terntang permalsuran Surrat Rapid 

Terst Corona virurs Disaser-19 ( COVID) Di Polda Riaur  

PErRBErDAAN Skripsi ini lerbih mermbahas tindak pidana permalsuran 

surrat terst corona virurs . 

KONTRIBUrSI Berrgurna urnturk merngertahuri perrburatan merlanggar 

permalsuran serrtifikat vaksin Covid-19 

 

F. Metode Penelitian 

Mertoder pernerlitian yang di ternturkan dan akan digurnakan merrurpakan 

Langkah berrikurtnya serterlah permilihan dan analisis masalah. Permakaian 

mertoder ini sangat pernting surpaya masalah-masalah yang diserburtkan diatas 

tadi terrjawab derngan terpat. Mertoder pernerlitian hurkurm yang digurnakan serbagai 

berrikurt :  

1. Jernis Penerlitian  



15 

 

Mertoder analisis yang digurnakan dalam pernerlitian ini adalah derngan 

mernggurnakan Pernerlitian Ermpiris. Pernerlitian Ermpiris adalah pernerlitian yang 

berrursaha mernderskripsikan suratur gerjala, perristiwa, kerjadian yang terrjadi 

saat serkarang. Pernerlitian derskriptif mermursatkan perrhatian kerpada 

masalah-masalah aktural serbagaimana adanya pada saat pernerlitian 

berrlangsurng.11 Merlaluri pernerlitian derskriptif, pernerliti berrursaha 

mernderskripsikan perristiwa dan kerjadian yang mernjadi pursat perrhatian 

tanpa mermberrikan perrlakurkan khursurs terrhadap perristiwa terrserburt. 

Pernerlitian ini mernggurnakan data serkurnderr yaitur data yang diperrolerh dari 

kerpurstakaan. 

2. Pernderkatan Penelitian 

pernerlitian ini berrturjuran mernderskripsikan ataur mernggambarkan suratur, 

hal pada daerrah yang terlah diternturkan olerh para ahli pernerliti, olerh karerna 

itur pernerliti mernggurnakan pernerlitian mertoder ermpiris, pernerlitian mertoder 

ermpiris ini merrurpakan pernerliti terrjurn langsurng kerlapangan urnturk 

merndapatkan data terrserburt dan data itur di dapatkan langsurng dari surmberr 

perrtama kerpolisian dalam pernanggurlangan tindak pidana permalsuran 

serrtifikat vaksinasi covid-19. Serdangkan pernderkatan yurridis ermpiris yaitur 

derngan merlakurkan perngkajian dan perngolahan terrhadap data primerr 

serbagai data urtama yaitur fakta-fakta dan perrilakur ermpiris di lapangan, 

penelitian ini menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, 

Pendekatan Kasus dan Pendekatan Sosiologis. 

a. Pernderkatan Perraturran Perrurndang-urndangan (Staturter Approach) 

                                           
11Suratman, Metode Penelitian Hukum, 1  ed. (Bandung: Alphabeth, 2015), 106. 
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Pernderkatan perrurndang-urndangan dilakurkan derngan cara 

mernerlaah aturran hurkurm dan digurnakan urnturk merncari dasar hurkurm 

yang rerlervan terrhadap hal-hal yang berrkaitan derngan pernerrapan hurkurm 

di indonersia. Dalam pernerrapan pernderkatan perrurndang-urndangan ini 

yang digurnakan pernurlis adalah: 

1. Urndang-Urndang Dasar Nergara Rerpurblik Indonersia Tahurn 1945. 

2. Urndang-Urndang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hurkurm Pidana. 

3. Urndang-Urndang Nomor 8 Tahurn 1981 Terntang Hurkurm Acara Pidana. 

4. Urndang-Urndang Nomor 6 Tahurn 2018 Terntang Kerdarurratan 

Kerserhatan. 

5. Urndang-Urndang Nomor 2 Tahurn 2002 terntang Kerpolisian Nergara 

Rerpurblik Indonersia. 

6. Urndang-Urndang Rerpurblik Indonersia Nomor 36 Tahurn 2009 Terntang 

Kerserhatan. 

7. Perraturran Prersidern Rerpurblik Indonersia Nomor 13 Tahurn 2021 

terntang Perrurbahan Atas Perraturran Prersidern Nomo 99 Tahurn 2020 

terntang Perngadaan Vaksin dan Perlaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Pernanggurlangan Pandermi Covid-19. 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP), Pasal 436 dan pasal-pasal relevan lainnya 

tentang pemalsuan dokumen elektronik. Jakarta: Kementerian 

Hukum dan HAM RI. 

9. Urndang-Urndang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hurkurm Pidana. 

b. Pernderkatan Kasurs (Caser Approach) 
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Pernderkatan kasurs ini merrurpakan pernderkatan terrhadap adanya 

kasurs urnturk kermurdian dilakurkan analisis derngan pernderkatan pernilaian 

yang lainnya. Derngan merngertahuri kasurs posisi terrserburt, kermurdian 

diburat perraturran perrurndang-urndangan, maka perlaku tindak pidana 

permalsuran serrtifikat vaksinasi covid-19 akan mermiliki perrmasalahan 

hurkurm. 

c. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum memandang 

hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang tidak dapat dilepaskan 

dari realitas masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya 

dipelajari sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai fenomena sosial 

yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (law in action).12 

Pendekatan ini sangat relevan digunakan dalam penelitian kasus 

pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19, karena fenomena tersebut bukan 

hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum formal (misalnya Pasal 263 

KUHP tentang pemalsuan surat), tetapi juga menyangkut faktor-faktor 

sosial, seperti: 

- Motivasi masyarakat yang memalsukan sertifikat demi akses ke 

fasilitas publik tanpa harus divaksin. 

- Rendahnya kesadaran hukum, khususnya tentang bahaya 

penyebaran virus dan pentingnya vaksinasi. 

- Kurangnya kepercayaan terhadap institusi negara dalam menangani 

pandemi. 

                                           
12 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 61. 



18 

 

- Penyebaran layanan pemalsuan melalui media sosial, yang 

memperlihatkan lemahnya kontrol sosial dan penegakan hukum di 

ruang digital. 

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali kondisi sosiologis 

yang menyebabkan tindak pidana pemalsuan itu marak terjadi, serta 

efektivitas upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum, seperti Polresta Malang Kota. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dari tugas akhir ini yaitu Polrestas Malang Kota di Jl. 

Jaksa Agung Suprapto No. 19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang. 

 

Gambar 1 Lokasi POLRESTA Malang Kota 

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

a. Data Primerr 

Data Primerr adalah data yang diperrolerh sercara lisan dari pihak-

pihak yang terrkaitdalam pernerlitian ini merlaluri wawancara. Data Primerr 

ini akan diambil dari wawancara kerpada Kerpolisian Satrerskrim Polrersta 

Malang, Tokoh Masyarakat, Ternaga Kerserhatan (Dokterr), dan Dosern 

Bagian Hurkurm Pidana. 
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b. Data Serkurnderr 

Data serkurnderr adalah data yang merncakurp dokurmern-dokurmern 

rersmi, burkur-burkur, hasil-hasil pernerlitian yang berwurjurd laporan, burkur 

harian, urndang-urndang, dan serterrursnya. Data serkurnderr yang digurnakan 

dalam pernerlitian ini terrdiri dari: 

1) Bahan Hurkurm Primerr 

Bahan-bahan Hurkurm yang mermpurnyai kerkuratan hurkurm 

merngikat serperrti perrurndang-urndangan dan perraturran-perraturran 

lainya yang terrdiri dari: 

a) Kitab Undang-undang Hukum Piadana Lama; 

b) Kitab Undang-undang Hukum Piadana Baru; 

c) Urndang-Urndang Nomor 8 Tahurn 1981 Terntang Hurkurm Acara 

Pidana; 

d) Urndang-Urndang Nomor 2 Tahurn 2002 terntang Kerpolisian 

Nergara Rerpurblik Indonersia; 

e) Urndang-Urndang Rerpurblik Indonersia Nomor 36 Tahurn 2009 

Terntang Kerserhatan. 

f) Perraturran Prersidern Rerpurblik Indonersia Nomor 13 Tahurn 2021 

terntang Perrurbahan Atas Perraturran Prersidern Nomo 99 Tahurn 

2020 terntang Perngadaan Vaksin dan Perlaksanaan Vaksinasi 

Dalam Rangka Pernanggurlangan Pandermi Covid-19. 

2) Bahan Hurkurm Terrsierr 

Bahan hurkurm terrsierr adalah yang furngsinya merlerngkapi bahan 

hurkurm primerr, serperrti koran, kamurs, interrnert yang berrkaitan 

derngan masalah yang dibahas dalam pernurlisan proposal skripsi ini. 
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5. Terknik Perngumpulan Bahan Hukum 

Serhurburngan derngan tiper dan pernerlitian yang digurnakan yakni 

normatif, maka pernderkatan yang dilakurkan yaitur:13 

a. Sturdi Dokurmern 

Sturdi dokurmern adalah merngurmpurlkan data yang dilakurkan 

derngan cara wawancara, mermbaca, merngurtip, merncatat dan 

mermahami berrbagi literraturr yang ada hurburngannya derngan materri 

pernerlitian, berrurpa burkur-burkur, perraturran perrurndang-urndangan, 

majalah-majalah, serrta dokurmern lain yang berrhurburngan derngan 

masalah yang dibahas. 

b. Sturdi Lapangan 

Sturdi lapangan merrurpakan ursaha obserrvasi aktivitas yang 

dilakurkan objerk terrterntur sercara langsurng berrturjuran merndapatkan 

informasi serrta data terrkait objerk yang dilakurkan urnturk mermperrolerh 

data primerr. Kergiatan yang dilakurkan urnturk mermperrolerh data primerr 

terrserburt derngan merlakurkan wawancara sercara merndalam derngan cara 

merngajurkan berberrapa perrtanyaan kerpada berberrapa pihak yang 

dianggap merngertahuri masalah yang berrhurburngan derngan pernerlitian ini.     

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data 

kualitatif dari hasil wawancara yang mana berdasarkan hasil wawancara 

dengan pihak Reskrim Polresta Malang, hingga saat ini belum ditemukan 

kasus konkret terkait pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 di wilayah 

mereka. Namun, potensi terjadinya kejahatan tersebut tetap diakui, 

                                           
13Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 1 ed. (Jakarta : Kencana, 2021), 94. 
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mengingat sertifikat vaksin digunakan sebagai syarat administratif dalam 

berbagai kegiatan seperti bekerja dan bepergian. Pemalsuan ini bertujuan 

untuk menghindari kewajiban administratif. Dalam hukum pidana, 

pemalsuan belum dapat diproses secara hukum apabila dokumen palsu 

tersebut belum digunakan atau belum menimbulkan akibat hukum yang 

nyata. 

Langkah awal yang dilakukan pihak kepolisian saat menerima laporan 

adalah menindaklanjuti dengan proses pengaduan, kemudian dilanjutkan 

penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Jika 

terdapat dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, maka kasus 

dapat dinaikkan ke tahap penyidikan dan dilimpahkan ke kejaksaan. Pelaku 

tindak pidana pemalsuan bisa berasal dari berbagai kalangan, karena di era 

digital saat ini, teknologi memungkinkan siapa saja membuat dokumen 

palsu, tidak hanya oknum tenaga kesehatan. 

Pihak kepolisian menilai bahwa Perpres Nomor 99 Tahun 2020 cukup 

efektif jika didukung dengan sistem digital yang transparan dan mudah 

diakses. Namun, tingginya kemajuan teknologi juga membuka celah bagi 

kejahatan, sehingga diperlukan pengawasan dan kesadaran hukum 

masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam melaporkan dugaan 

pemalsuan, karena tanpa adanya laporan, tindakan pidana sulit terdeteksi. 

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi hal 

penting untuk mencegah tindak pidana pemalsuan. 

G. Sistematika Penulisan 
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Urnturk mermurdahkan permahaman terrhadap turlisan ini sercara 

kerserlurrurhan dan murdah dipahami, maka sistermatika pernurlisan dalam 

pernerlitian ini terrdiri dari 5 Bab, serbagai berrikurt: 

BAB I PErNDAHUrLUrAN 

Bab ini merngurraikan terntang latar berlakang, iderntifikasi masalah, turjuran 

pernerlitian, manfaat pernerlitian, orisinalitas pernurlisan, kajian 

purstaka/kajian terori/kerrangka terori, serrta sistermatika pernurlisan. 

BAB II KErRANGKA TErORI 

Bab ini mernjerlaskan merngernai kerrangka terori yang digurnakan serbagai 

acuran permbahasan terma yang dipilih yaitur urpaya pernanggurlangan 

kerjahatan, faktor-faktor yang mermperngarurhi pernergakkan 

hurkurm,tinjauran permalsuran serrtifikat vaksinasi covid-19, turgas dan furngsi 

kerpolisian. 

BAB III MErTODEr PErNErLITIAN 

Pada bab ini mermurat mertoder yang digurnakan dalam pernurlisan yang 

mernjerlaskan merngernai langkah-langkah yang digurnakan dalam 

pernderkatan masalah, yaitur dalam mermperrolerh dan merngklasifikasikan 

surmberr dan jernis data, serrta proserdurr perngurmpurlan data dan perngolahan 

data, kermurdian dari data yang terlah terrkurmpurl dilakurkan analisis data 

derngan bernturk urraian. 

BAB IV HASIL PErNErLITIAN DAN PErMBAHASAN 

Bab ini mermbahas terntang hasil pernerlitian dan permbahasan merngernai 

pidana permalsuran serrtifikat vaksinasi covid-19 satrerskrim polrersta 

malang, dan faktor-faktor pernghambat olerh satrerskrim polrersta malang 
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dalam mernanggurlangi tindak pidana permalsuran serrtifikat vaksinasi covid-

19 di kota malang. 

BAB V SIMPUrLAN DAN SARAN 

Bab ini merrurpakan bab pernurturp yang  merrurpakan kersimpurlan dari hasil  

pernerlitian, dan mernjadi serburah jawaban atas perrtanyaan pernerlitian ini, 

serrta saran-saran pernerliti bagi permbaca skripsi ini. 

H. Jadwal Penelitian 

No Jernis Kergiatan 

Burlan 

1 2 3 4 5 6 

1 Perrsiapan  

 

          

2 Merlakurkan sturdi purstaka             

3 Mernyursurn instrurmern pernerlitian             

4 Merlaksanakan pernerlitian bahan hurkurm             

5 Mernganalisis data/bahan hurkurm             

6 Mernurlis laporan akhir turgas akhir       
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19 merupakan kejahatan 

yang tidak hanya mencederai norma hukum, tetapi juga mengancam 

stabilitas kesehatan masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, 

perbuatan ini memenuhi unsur-unsur pemalsuan surat sebagaimana diatur 

dalam Pasal 263 KUHP, terlebih jika dikaitkan dengan peran sertifikat vaksin 

sebagai dokumen otoritatif negara dalam kebijakan pengendalian pandemi. 

Munculnya praktik pemalsuan tersebut mencerminkan masih adanya celah 

regulasi, keterbatasan pemahaman terhadap dokumen digital, dan lemahnya 

sistem pembuktian elektronik dalam hukum positif Indonesia saat itu. Namun 

dengan hadirnya KUHP baru, kejahatan digital seperti ini mulai diakomodasi 

secara normatif, khususnya dengan dimasukkannya ketentuan mengenai 

dokumen elektronik sebagai objek pemalsuan. Hal ini menjadi landasan 

penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap kejahatan yang 

berbasis teknologi. 

Di sisi lain, upaya Polresta Malang Kota dalam merespons persoalan ini patut 

diapresiasi karena mencakup langkah preventif, represif, serta koordinasi 

lintas sektor. Edukasi hukum digital, patroli dunia maya, penindakan 

langsung terhadap pelaku, serta kerja sama dengan instansi seperti Kominfo 

dan Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan siber 

tidak dapat dilakukan secara sektoral. Meski demikian, sejumlah kendala 

masih ditemukan di lapangan, seperti minimnya perangkat forensik digital, 

keterbatasan SDM, serta belum optimalnya integrasi antar lembaga. Oleh 

karena itu, diperlukan penguatan menyeluruh terhadap sistem penegakan 
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hukum baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun budaya hukum 

masyarakat agar negara mampu merespons dinamika kejahatan digital 

dengan cara yang lebih tanggap, adaptif, dan berkeadilan. 

2. Permasalahan yang dihadapi Polresta Malang Kota dalam menangani 

pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19 menunjukkan kompleksitas yang 

tidak hanya bersumber dari eksternal, tetapi juga internal kelembagaan. 

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital, 

minimnya perangkat teknologi pendukung, rendahnya intensitas pelatihan 

siber, serta lemahnya koordinasi dan pendanaan, menjadi penghambat 

utama dalam proses penyidikan dan pembuktian perkara. Hal ini diperparah 

dengan masih belum optimalnya sistem birokrasi antarunit di lingkungan 

kepolisian, sehingga respons terhadap kejahatan berbasis teknologi digital 

berjalan lamban dan tidak terintegrasi. Situasi ini menegaskan bahwa 

modernisasi kelembagaan kepolisian, khususnya dalam aspek digital, sangat 

mendesak agar aparat di daerah mampu menjawab tantangan kejahatan 

siber yang semakin canggih dan cepat berubah. 

Di sisi lain, pemalsuan sertifikat vaksin tidak dapat dilepaskan dari kondisi 

eksternal masyarakat yang masih memiliki literasi hukum digital yang 

rendah. Kurangnya pemahaman terhadap status hukum sertifikat vaksin 

palsu, ditambah dengan kemudahan akses melalui media sosial dan 

teknologi pembayaran digital, menciptakan ekosistem yang mendukung 

tumbuhnya praktik ilegal tersebut. Peran media sosial sebagai sarana 

distribusi jasa pemalsuan yang bersifat lintas batas yurisdiksi juga 

menambah tantangan dalam aspek pelacakan dan penegakan hukum. Selain 

itu, pada saat kejadian marak terjadi, belum tersedia instrumen hukum yang 
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memadai untuk menjerat pelaku secara tepat, terutama karena ketiadaan 

pengakuan eksplisit terhadap dokumen elektronik dalam KUHP lama. Oleh 

karena itu, perbaikan regulasi melalui KUHP baru harus diikuti dengan 

langkah strategis lain seperti peningkatan kapasitas SDM, pembangunan 

infrastruktur digital forensik, serta sinergi antarinstansi guna menciptakan 

sistem penegakan hukum yang responsif terhadap dinamika kejahatan 

digital. 

Tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19 merupakan 

bentuk kejahatan modern yang memberikan dampak serius terhadap 

sistem hukum dan ketertiban kesehatan masyarakat. Kejahatan ini 

menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek regulasi dan kesiapan 

hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, 

khususnya sebelum diberlakukannya KUHP baru. Meskipun Polresta 

Malang Kota telah mengambil berbagai langkah penanggulangan 

secara komprehensif, termasuk tindakan preventif, penindakan 

langsung, serta kolaborasi dengan instansi terkait, tantangan tetap 

muncul dari sisi internal dan eksternal. Hambatan seperti keterbatasan 

alat forensik digital, kurangnya pelatihan khusus, hingga literasi 

hukum digital masyarakat yang masih rendah turut memperumit 

proses penegakan hukum. 

Dengan mulai diterapkannya KUHP baru yang telah mengatur 

pemalsuan dokumen elektronik secara eksplisit, diharapkan terdapat 

peningkatan perlindungan hukum terhadap tindak pidana berbasis 

teknologi. Namun, keberhasilan penanggulangan kejahatan ini tidak 
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hanya bergantung pada regulasi, melainkan juga memerlukan 

perbaikan sistemik dalam hal sarana prasarana, pengembangan 

kompetensi aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama antar 

lembaga. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui 

edukasi digital juga menjadi bagian penting dalam menciptakan 

ekosistem hukum yang responsif terhadap tantangan kejahatan di era 

digital. 

B. Saran 

Melihat urgensi dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana 

pemalsuan sertifikat vaksinasi, disarankan agar Polresta Malang Kota terus 

memperkuat pendekatan preventif melalui penyuluhan hukum digital yang lebih 

masif dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Strategi komunikasi hukum 

sebaiknya tidak hanya mengandalkan media formal, tetapi juga memanfaatkan 

kanal populer seperti media sosial, komunitas lokal, hingga kolaborasi dengan 

tokoh masyarakat dan institusi pendidikan. Selain itu, dalam konteks 

penindakan, diperlukan pengembangan unit khusus kejahatan digital yang 

dilengkapi dengan sarana digital forensik modern serta pelatihan teknis secara 

berkala agar aparat dapat menghadapi pola kejahatan yang semakin kompleks 

secara lebih adaptif dan profesional. 

Di sisi kelembagaan dan regulasi, perlu adanya peningkatan alokasi 

anggaran khusus bagi penguatan kapasitas penegakan hukum siber di tingkat 

Polres. Selain itu, penguatan kerja sama antarinstansi baik vertikal maupun 

horizontal harus dijadikan prioritas utama dalam mendukung keberhasilan 

penindakan, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kominfo, hingga pihak 

perbankan dan penyedia platform digital. Pemerintah juga harus mempercepat 
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penyusunan peraturan pelaksana KUHP baru terkait bukti elektronik dan 

pemalsuan dokumen digital agar proses hukum berjalan dengan lebih efektif 

dan efisien. Dalam jangka panjang, sistem pelatihan terpadu berbasis teknologi 

dan hukum siber harus menjadi bagian dari reformasi kelembagaan kepolisian 

agar kejahatan serupa tidak terus berulang di masa depan 
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